
Menteri Perencanaan Pembangunan NasionaV

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN
KXPUTUSAN MENTERI PERf]NCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PI]MBANGUNAN NASIONAI
NOMOR KEP. 3 I / M.PPN /HK/ 03 / 2022

TT]NTANC
PEMtsENTUKAN PANITIA

ANTAR KEMENTERIAN/NON.KEMENTERIAN PEI{YI]SUNAN RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN

TENTANG
STRATEGI NASIONAI PERCEPATAN PELAKSANAAN PENCARUST'TAMAAN GENDER

MENTERI PERENCANAAN PEMtsANGUNAN NASIONAT/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI,.

Mcnimbanl; a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun
2021 lcnlang Pcn)'usunan Peraturan Presiden Talun 2022.,

Kementerian Pcrencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional mendapatkan amanal
untuk mengoordinasikan pen),usunan Rancangan Peraturan
Presidcn tcntanS StrateSi Nasional Percepatan Pelaksanaan

Pengarusutam:ran Gender, sehingga perlu dibentuk Panitia
Antar Kcmcnterian/Non -Kementerian Penyusunan
Rancangan Pcraturan Presiden tentanS Strategi Nasional
Percepatan Pclaksanaan PenSarusutrma4n Gender;

b. bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun
20 1 1 tcntan3 Pcmbentukan Peraturan Perundang-Undangan
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2019 .lo. Plastll 62 Perut]uran Presiden Nomor 87 Tahun
20l4 tentang Pevaturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 12 't'ahun Z0 I I tentang Pembentukan Petaturan
Perundang- u ndangan mengamanatkan kementerian sebagai

pemrakarsa urrtuk membentuk Panitia Ant4r
Kementerian./Non-Kementerian dalam penyusunan

Rancangan l'eraturan Presiden tentang StrateSi Nasional
Percepatan Pelaksanaan PenSarusutamaan Gender;

c. bahwa bcrdasarkan pertimbangan sebagairnana dimalcsud

dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Panitia Anlar
Kementerian./Non-Kementerian Pen)'usunan Rancangan

Perdturan . .
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Mengingat

Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Percepatan
Pelaksanaan Pcngarusutamaan Genderl

d. bahwa pej^bat, pegawai dan personil yang nam^nya
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu
dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan
tugas sebagai anggota Panitia Antar Kementerian/Non-
Kementerian Pen)'usunan Rancangan Petatutan Presiden
tentang Strategi Nasional Percepatan Pelaksanaan
?en g rusulama.an Gender;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tenlang Keuangan
Negara (Lembaran NeSara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2OO8 tentang
Kementerian Negara (lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan I-embaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentanS
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lrmbarun
Negara Republik Indonesia Lahun 2011 Nomor 82,
Tambahan lr;fibarun Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah ditbah dengan Undang-Undang
Nomor l5 Tahun 2O79 (lrumbaran Negara Republik
Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan lnmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 639$;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentanS
Administrasi Pcmerintahan (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan l*mbaran
Negara Republik lndonesia Nomor 5601), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O

tentang Cipta Kerja (lcmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan kmbaran Negara
Republik lndonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentan1 Hubungan
Keuangan antara Pemerirluah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembarun Negara Republik lndonesia Tahun 2022 Nomot 4,
Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2027 tentang Anggran
Pend,apalan dan Belanja Negara Tahun !$Bgaran 2022
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2021 Nomor
Z4\,Tambahan kmbaran Neg,ara Republik Indonesia Nomor
67gS')i

7 . Peratwa,n ...
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Menetapkan

PERTAT\{.\

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2Ol3 tentang Tata
Cara Pelaksanaan AnSSaran dan Belanja Negara sebagaimana
telah diubah denlian Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun
2018;

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Ol4 tettangPeraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentanS Pembentukan Peraturan Perundang-tndangan,
x.bagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
T6Tahrm 2021;

9. Peratutan Presidcn Nomor 67 Tahun 2079 tentang Penataan
Tugas dan lungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia
Maju Periode Tahtn 2079-2024;

10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang
Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Prcsiden Nomor 32 Tahw 2O2l;

11. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahrfi 2O2l tentang
Kementerian Petencanaan Pembangunan Nasional;

12. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan
P er efic anaan Pembangunan Nasional;

73. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembang]unan Nasional
Nomor 5 Tahun 2016 tenlang Perencan an, Pelaksanaan,

Pelapran,Pemantauan dan Evalr,tasi Kegratan dan Anggaran;

14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangonan Nasional
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata l(erja
Kementerian Perencanaan Pembanganan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMLITUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPAI,A BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL TENI'ANG PEMBEM'UKAN PANITIA ANT'AR

KEMENTERIAN/NON.KT]MIiNTERIAN PENYIJSUNAN

RANCANGAN PDRATURAN PRESIDEN TENTANG STRA'IT]GI

NASIONAL PERCEPA]AN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN

GENDER.

Membentuk Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian
Penyrsunan Rancangan Peraturan Presiden tentanS StrateSi

Nasional Percepatan Pelaksanaan Pen1arrlsvtamaan Gender,
dengan susunan keanggotaan sebagalmana tercantum dalam
Lampian Keputusan ini.

KXDUA : ...
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Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Pen)'usunan
Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional
Percepatan Pelaksanaan Pengarusfia,f.a.an Gender terdiri atas Tim
Pengarah, Penanggung Jawab, dan Tim Pelaksana.

Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebtjakan, memantalu
kemajuan dan mengevaluasi serta memberi saran penyelesaian
masalah atas ke2liatan pen)'usunan Rancangan Perallfian Presiden
tentanr Strategi Nasional Percepatan Pelaksanaan
P eng trtsut amaan Gender.

Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab atas pelaksanaan
kegiatan Peny'usunan Rancangan Peratltran Presiden tentanS
Strategi Nasional Percepatan Pelaksanaan Pengatusutama'an
Gender dan bertugas melaporkan hasil pelaksanaan kepada Tim
Pengarah.

Tim Pelaksana bertugas:

a. melakukan koordinasi dalam rangla pen),usunan Rancangan
Peraturan Presiden tentanS Strategi Nasional Percepalan
Pelaksanaan Peng4rusutamaan Gender;

b. mengumpulkan sertzr mengolah data dan informasi yang
dibutuhkan dalam penyusun an Rancangan Peraturan Presiden

tenlang Strategi Nasional Percepatan Pelaksanaan

P engafi),sutama an Genderl

c. melakukan pembahasan substansi dan peramusan R.ancangan

Peraturan Presiden tent4nS StrateSi Nasional Petcepatan
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;

d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan keplda
Tim Pengarah melalui PenanggungJawab; dan

e. melakukan tuSas administratif dan tugas lain yang diperlukan
dalam rangka mendukun8 kelancaran penyusunan RancanSan

Peraturan Presiden tentan8 Strategi Nasional Percepatan
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksana4n tuSas

Panrtta Antar Kementerian/Non-Kementerian RancanSan

Petatnran Presiden tentang StrateSi Nasional Petcepatan

Pelaksanaan Pengarvsutarnaan Gender dibebankan pada A 88ran
Pefidapatan dan Bclanja Negara Kementeian Perencanaan

Pembangunan Nasional/Badan Petencanaan Pembangunan

Nasional Tahun A$gg,arun 2022.

KETLIJLIH:...
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Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

--

Z-
RR. Rita Erawati
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Keputusan ini berlaku sejak tan8,8,al ditotapkan dan berlaku surut
sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Jaka a
pada tangg Sl Maret 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

SUHARSO MONOARIA

fld
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LAMPIRAN
KEPI-ITT]SAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS

NOMOR KEP. 31 / M.PPN /HK/ 03 / 2022
TANGGAL 31 MAPJT 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA ANTAR KXMENTERIAN/NON-KEMENTERIAN
PET{}'TJSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN

TENTANG
STRATEGI NASIONAI PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGARUST]TAMAAN GENDER

A. TIMPENGARAH

Ketua

AnE€ota

Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional.

l. Sekretaris Kementerian Petencanaan
Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama
Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional;

2. Sekretaris Kementerian, Kementerian
Koordinator Bid,ang Pembangunan
Manusia dan Kebuday aan'.

3. Deputi Bidang Perattran Perundang-
undangan dan Adminiskasi Hukum,
Kementerian Sekretariat NeSara;

4. Deputi Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebuday aan, Sekretariat Kabinet;

5. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-
undangan, Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia;

6. Direktur Jenderzl Anggatan, Kementerian
Keuangan;

7. Direktur Jenderal Perbendaharaan,
Kementerian Keuangan;

8. Sekretaris Jenderal, Kementedan
KeuangLn;

9. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Apfiall'J.r,, dan Pengawasan,

Kcmenlcrian . ..



B. PENANGGUNGJAWAB

C. TIM PELAKSANA

Ketua

Kementerian PAN-RB;

l0.Sekretaris Kementerian, Kementerian
PAN,RB;

11. Direktur Jenderal Pembangtnan Desa dan
Perdesaan, Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi;

12. Sekretaris Jenderal, Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi;

13. Deputi Bidang Kesetaraan Gender,
Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak;

14.Sekretaris Kementerian, Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak;

15. Direklur Jenderal Bina Pembanganan
Daerah, Kementerian Dalam Negeri;

i6. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daetah,
Kementerian Dalam Negeri;

17. Direktur Jenderal Otonomi Daerah,
Kementerian Dalam Ne.gri;

18. Sekretaris Jenderal, Kementerian Dalam
NeSeri;

19. Deputi Bidang Pengawasan, Instansi
Pemerintah Bidang, Politik, Hukum,
Keamanan, Pembangunan Manusia dzn
Kebudayaan, Badan Pengawas Keuangan
dan Pembangunan;

20. Sekretaris Utama, Badan Pengawas

Keuangan dan Pembangunan;

27. DepLLti Bidang Metodologi dan Informasi
Statistik, Badan Pusat Statistik;

22. Seketaris Utama, Badan Pusat Statistik.

Deputi Bidang Pembangunan Manusia,
Masyarakat dan Kebtdayaan, Kementerian
PPN/tsappenas.

Direktur Keluarga, Perempuan,, Anak, Pemuda

dan Olahraga., Kementerian PPN/Bappenas.

dan



Sekretaris

Anggota

?

Kepala Biro Hukum, Kementerian
PPN/Bappenas.

l. Asisten Deputi Pemenuhan Hak,
f'crlindungan, dan Pcmberdayaan
Perempuan pada Deputi Bidang
Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak,
Percmpuan, dan Pemuda, Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebuday aan;

2. Kepala Biro Hukum, Persidangan,
Organisasi, dan Komunikasi, Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebuday aan;

It. Asisten l)eputi Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan, Kementerian
Sckretariat NeSara;

4. Asisten Deputi Bidang Sosial,
Kebencanaan, Pemberdayazn Perempuan,
dan Perlindungan Anak,, Sekretariat
Kabinet;

5. Direktur Harmonisasi Peraluran
Pcrundang-undangan I, Kemen[erian
Hukum dan Hak Asasi Manusia;

6. Kepala Biro Hukum, Kementerian
KeuanSan;

7. Direktur Harmonisasi Peraturan
P enganggar an, Kementerian Keuangan;

tl. Sckretaris Direktur Jenderal
P erbend ahar aan, Kementerian Keuangan;

9. Kepala Biro Hukum, Kementerian
Pemberdayaan Aparatur NeSara dan
Reformasi Birokrasi;

I tl. Kep4[a Biro Hukum, Kemetrterian Dalam
Nepieri;

11. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal,
Kementerian Desa, Pemb4ngunan L)aerah
Tertinggal. dan Transmigrasi;

12. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama,
Sekrctariat Jenderal, Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi;

13. Direktur Sinkronisasi Urusan
Pemerintahan Daerah IV, Kementerian
Dalam Negeri;

14. Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi
Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi,
Kementerian PAN-RB;

15. Asisten Deputi . ..
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15. Asisten Deputi Pcrumusan Kebijakan
Kesetaraan Gender, Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak;

16. Kepala Biro Hukum dan Hubungan
Masy ar akat, Kementerian Pemberday aan
Perempuan dan Perlindungan Anak;

17. Direktur Pengawasan Bidang Politik dan
Penegakan Hukum, Badan Pengawasail
Keuangan dan P emb angttn an;

18. Koordinator Pengawasan Bidang
Penegakan Hukum, Badan Pengawasan
Keuangan dan Pemb angonan;

19. Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat,
Badan Pusat Statistik;

20. Direktur Hukum dan Regulasi,
Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PF,MBANGUNAN NASIONAL,

SUHARSO MONOARFA

trd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

--
2-

RR. Rita Erawati


